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Abstrak
 

Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari wajib pajak merupakan masukan pendapatan yang berarti

dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan negara kesatuan republik Indonesia. Hal yang harus

menjadi perhatian adalah usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah initi dari

pengaturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan. Tindakan pidana di bidang perpajakan

adalah termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi (administrative criminal law atau dependent

crimes) yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjang sesuai dengan

kewajibannya. Penggunaan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus terhadap tindak pidana di

bidang perpajakan adalah tidak tepat dan dapat menimbulkan problem hukum dan keadilan. Oleh sebab itu,

tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perpajakan

adalah berdiri sendiri dengan segala konsekuensi penegakan hukumnya. Terkait dengan penerapan tindak

pidana korupsi dalan tindak pidanaperpajakan, dapat dilakukan dua model, yaitu masing-masing berdiri

sendiri dan tidak saling berkaitan, sebagaimana dimuat dalam pasal 43A ayat (3) atau undang-undang

perpajakan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang no 31 tahun 1999

yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi.
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